BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 322 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan
Keuangan yang telah diperiksa (audited) oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran
2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);



-0 -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun
2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023.

(1)

Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran,;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;



Neraca;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

0 Q0

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a sebagai berikut:

1.186.444.160.967,0
a. Pendapatan Rp. ’

0
b. Belanja Rp. 1.228.960.968.230,0
Surplus /
Defisit Rp.(72.516.807.263,00)

c. Pembiayaan:
- Penerimaan Rp. 112.880.623.047,96
- Pengeluaran Rp. 29.211.086.318,00
Pembiayaan Neto Rp. 83.669.536.729,96
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 11.152.729.466,96
Anggaran
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah
Rp51.908.532.468,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan Rp. 1.238.352.693.435,00
setelah perubahan
2. Realisasi Rp. 1.186.444.160.967,00
Selisih Kurang Rp. 51.908.532.468,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp63.146.496.961,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja setelah  Rp. 1.322.107.465.191,00

perubahan
2. Realisasi Rp. 1.258.960.968.230,00
Selisih Kurang Rp. 63.146.496.961,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp11.237.964.493,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah perubahan Rp. (83.754.771.756,00)
2. Realisasi Defisit Tahun Rp. (72.516.807.263,00))
Berjalan

Selisih Kurang Rp. 11.237.964.493,00



d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp85.235.026,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Rp. 112.965.858.073,96
Pembiayaan setelah
Perubahan

2. Realisasi Rp. 112.880.623.047,96
Selisih Kurang Rp. 85.235.026,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Rp. 29.211.086.318,00
Pembiayaan setelah
Perubahan

2. Realisasi Rp. 29.211.086.318,00
Selisih Kurang Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan neto sejumlah
Rp85.235.026,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Rp. 83.754.771.755,96
Pembiayaan Neto setelah
Perubahan
2. Realisasi Rp. 83.669.536.729,96
Selisih Kurang Rp. 85.235.026,00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31
Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva Rp. 2.867.781.999.903,19

Jumlah Kewajiban Rp. 231.538.156.626,62

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.636.243.843.276,57
Pasal 5

Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Saldo Kas Daerah pada tanggal 31
Desember tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas
sejumlah Rp.113.921.955.098,92 dengan rincian sebagai berikut:

a Saldo Kas per 1 Januari 2023 Rp. 113.921.955.098,92

b Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 162.796.074.970,00

c Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp. (238.312.882.233,00)
aset non Keuangan

d Arus Kas dari Aktivitas Rp. (26.211.086.318,00)
pendanaan

e Arus Kas dari Aktivitas Rp. 14.450.427,04
Transistor

g Saldo Awal Kas di BUD Rp. 113.921.955.098,92

h Koreksi SILPA Tahun Lalu (85.235.026,00)

=

Saldo Akhir Kas BUD Rp. 1.411.412.185,96
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j  Saldo Akhir Kas di FKTP Rp. 97.165.162,00
k Saldo Kas di Bendahara R 10.916.100,00
Pengeluaran p-
1 Saldo Kas di BLUD Rp. 7.831.744.026,00
m Saldo Kas di Bendahara Rp 313.137.900,00
Penerimaan '
n Saldo Akhir Kas di Bendahara Rp 6.828.009,00
BOSP ’
o Saldo Kas BOK 2.343.530.977,00
P Kas Lainnya di Bendahara Rp. 108.542.559,00
(Selain BUD) Terkait PFK
q Saldo Akhir Kas Rp. 12.123.276.918,96
Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik
secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I
Lampiran I.1

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi

Lampiran 1.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Lampiran 1.3 Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintaha Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, dan Jenis Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan

Rekaputilasi Realisasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintaha Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Lampiran [.4

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (SAL)

c. Lampiran III Laporan Operasional

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas

e. LampiranV Neraca

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas

g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

i.  Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih

j- Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan
Penyisihan Dana Bergulir

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah

l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset
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Tetap Daerah

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam
Pekerjaan

0. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah

q- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

t. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikut

u. Lampiran XXX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 8
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah
ini;
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati Muna.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
_——pada tanggal 25 September 2024
A P g

BT
=

Diundangkan di Raha
pada tanggal 25 September 2024




-9-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN
ANGGARAN 2024 : (3/61/2024)



